Salinan

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan sektor

Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah
menyesuaikan perkembangan potensi yang ada di daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4189);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5960);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat
Daerah  Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020
Nomor 5);
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24.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun
2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG
PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor
15), diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1) Pembayaran Pajak Daerah dilakukan di Rekening Kas
Daerah Kabupaten Bojonegoro atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara Tunai atau non Tunai.

(3) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang
ditunjuk, hasil penerimaan Pajak Daerah oleh petugas
harus disetor ke Rekening Kas Daerah Kabupaten
Bojonegoro paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh
empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh
Bupati.

2. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 90

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran
pajak yang terutang.

(2) penagihan dapat dilakukan melalui surat teguran dan
surat peringatan.

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran.



- 5 -

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan diatur
dalam Peraturan Bupati.

Judul BAB XVI diubah, sehingga Judul BAB XVI berbunyi
sebagai berikut:

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
PAJAK

Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 91

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan pajak.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Pajak.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan
pajak ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 92

(I) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa
apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana
dibidang pajak.

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di atas tertangguh apabila:

a. Ditetapkan Surat Teguran; atau
b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik
langsung maupun tidak langsung.

(8) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa
dapat dihapuskan.

Ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf h diubah, sehingga Pasal
94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang
untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana
pelanggaran Peraturan Daerah ini.
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Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan tugas mempunyai wewenang :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan Daerah;

d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang
perpajakan Daerah;

e. Melakukan penggledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf c;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana di bidang Pajak Daerah;

1. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan
diperiksa sebagai tersangka saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas,

memberitahukan  dimulainya  penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Nopember 2020

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

ANNA MU’AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR : 204-11/2020.



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

[. UMUM

Guna melaksanakan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan,
maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dengan substansi
perubahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.



